BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS,

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerjapada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah
Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

S. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, ESELONERING, TUGAS, FUNGSI DAN
URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA PADABADAN PENDAPATAN
DAERAHKABUPATEN BENGKALIS.
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BABI1 -
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirhaksﬁd dengan:

1.

2.

(1)

@

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis. o
Bupati adalah Bupati Bengkahs

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten Bengkahs

Kepala adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Bengkalis. .

Sekretriat’ adalah Sekretarlat Badén. Pendapatan Daerah‘ib '
Kabupaten Bengkahs , SRR S

Sekretaris adalah Sekretarls , Bacylan‘ '*Pendapatan' Daiéfah
Kabupaten Bengkalls . ' S .

Unit Pelaksana Teknis yang dlsebut UPT ‘adalah Umt Penun_]ang L |
-~ Teknis Badan Pendapatan Daerah yang melaksanakan kegiatan e

teknls operas1onal dan/atau keglatan teknls penun_]ang tertentu
'BAB 11“ e
KEDUDUKAN: -
‘Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur. penunjang urusan |

pemerlntahan yang men_]ad1 kewenangan daerah

Badan Pendapatan Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
berkedudukan . dibawah dan bertanggung]awab kepada Bupatl
melalui Sekretaris Daerah ,

| . BABII .
SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pésal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

a.-

Kepala;




'73"> , SR

.’ Sekretariat, 'térdiri dari;

" 1) Sub Bagian Penyusunan Program;

" 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

‘3) Sub Baglan Keuangan dan- Perlengkapan
‘Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdm dari:

- 1) Sub Bidang Pendaftaran

2) Sub Bidang Penilaian; dan

~3) Sub Bldang Pengolahan Data dan Informas1 :
Bldang Penerlmaan dan Pembukuan terdm dari:

1) Sub Bldang Dana Bag1 Hasil; |
- 2) Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB dan

. ~3) Sub Bldang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

e

i

‘Bldang Penaglhan dan Keberatan terd1r1 dan,

1) Sub Bldang Penaglhan

2) Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan dan :

~3) Sub Bidang Pemeriksaan.
: Bidang Pengendalian dan Pengembiangan terdiri dari; ’
: 1) Sub Bldang Analisa dan Pendapatan -
~ '2) Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan dan
\ 3) Sub Bldang Evaluasi Pemantauan :

Unit Pelaksanaan Teknls; dan

‘:Kelor‘r‘lpok Jabatan fungsional.

(2) Bagan Susunan Orgaﬁisasi Badan Pendapatan Daerah S
sebagaimana tercantum dalam lamplran yang merupakan baglan .
- tidak terplsahkan dari Peraturan imi.

"BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA URAIAN TUGAS

Baglan Kesatu
KEPALA -

- "Pasal 4

(1) Kepala mempunya1 tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan -

penunjang = pemerintahan = yang - men_]ad1 kewenangan ~ daerah S

dlbldang pendapatan daerah.




S ".“f“'penmgkatan ,‘
N «";'f'~*pendapatan daerah°‘

S penyelenggaraan dlbldang pendapatan daerah

Sekretarla mempunyai ftugas memlmpm mengkoordmasﬂ{an dan
i Qmengendahkan ‘»*'tugas tugas . dlbldang pengelolaan, pelayanan
”‘:}:kesekretanatan ,yang mehputl pengkoordmaswm, perencanaan

' i pengelolaan keuangan

‘V.,t;-f'r,pelaksanaan adm1nlstras1 kepegawalan “’;’dan rumah tangga
. Badan Pendapatan Daerah = e

it masyarakat
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[T pelaksanaan pengkoordlnasmn : penyelenggaraan tugas-tugas ‘
Bldang, dan o

g. pelaksanaan tugas—tugas la1n yang diberikan oleh Kepala
(3) Susunan Organrsa& Sekretarlat? terdlrl dari:

~a. Sub Bagian Penyusunarl Program; :
b.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. |

Pasal 6-'

(1) Sub  Bagian Penyusunan Program mempunya1 tugas menyiapkan
bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan petunJuk teknis
serta layanan d1b1dang penyusunan program sesuai dengan
‘ketentuan yang berlaku ; :

2 Ura1an Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

"a. merencanakan keglatan Sub Baglan Penyusunan Program
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data
yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai.
dengan peraturan perundang—undangan yang telah dltetapkan, i

b. menghlmpun dan mempelaJan peraturan perundang—undangan
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lalnnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan ‘
Penyusunan Program, _

c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan

dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

- berhubungan dengan tugas Sub Baglan Penyusunan Program B

sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan Ty
anggaran keg1atan ;o

d. menginventarisir permasalahan permasalahan yang
o berhubungan dengan tugas Sub Bagian Penyusunan Program
 serta menylapkan bahan bahan dalam rangka pemecahan

‘masalah ‘ ‘ : : |

e. menylapkan bahan penyusunan kebl_]aksanaan, pedoman dan -
petunjuk teknis dlbldang penyusunan program;

f. melakukan koord1na31 dan s1ngkromsas1 kegiatan dengan'
Bidang dan satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya;




(1)
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. 'mengkoordmlr penyusunan “dan pembuatan Rencana Kerja
~ Tahunan/RKT Dinas, Arah Kebljakan Umum (AKU) Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) dan k

Laporan - Pertanggung “Jawaban (LPJ) serta Laporan

Akuntablhtas Kinerja Instan31 Pemermtah (LAKIP),

melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mstans1 terkait
dalam - rangka pemngkatan pengelolaan urusan pcnyusunan;
program, perencanaan dan anggaran; ‘

melakukan  koordinasi dan smgkronlsas1 kegiatan A'antara .
aparatur dan pubhk untuk menghmdan ter]admya dupllkas1 L

‘kegiatan;

menghlmpun dan menylapkan RKA serta mengkoordlmr proses :

; pembahasan dengan mstan31 terkalt sampal menjadl DPA;

menyusun kelengkapan : admlmstras1 guna melaksanakan S i‘ :
e keglatan Tahunan berupa petunJuk operasmnal penunjukan'

'pejabat pelaksana ‘teknis keglatan dan dokumen kontrak dan
o= menyiapkan I'CVlSl (perubahan) DPA; g5

L mengupayakan | Anggaran ‘ Pendapatan : Belanja ‘Daé’ravh et
- perubahan (APBDP) = guna ‘menampung  usulan programf..a i
: pembangunan yang mendesak yang tldak dlrencan akan
- sebelumnya, R , | i ESE

. ‘memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretans tentang g
- langkah- Ia_ngkah atau t1ndakan yang perlu d1amb11 d1b1dang R
“tugasnya; : _ .

.’membuat laporan pelaksanaan keglatan ~Sub Bagian i

Penyusunan Program sesuai dengan data yang ada berdasarkan
kegiatan yang telah. dllakukan untuk dlpergunakan sebagal; »

| bahan masukan bagl atasan; dan

melaksanakan tugas 1a1n yang dlbenkan oleh Sekretans ba1k
“secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya _
‘dalam rangka ‘kelancaran pelaksanaan : tugas , pada e

- Sekretariat. |

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawalan mempunyal tugaé meriyiapkari
bahan-bahan blmblngan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis
serta layanan dibidang umum dan kepegawaln sesuai dengan

' ketentuan yang berlaku




LT

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berikut:

a.:;

merencanakan keglatan Sub Baglan Umum dan Kepegaweuan
berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data

“yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai
‘dengan peraturan perundang—undangan yang telah ditetapkan;

menghlmpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan.
kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
bahan lamnya yang berhubungan dengan tugas Sub Baglan_ _

- Umum dan Kepegawalan

mencari, mengumpulkan, | fmcnghimpun, - mensistematisasikan
dan mengolah data_serta menganalisa data dan informasi yang
berhubungan dengan tugas Sub  Bagian Umum dan.

Kepegawaian sebagi kerangka acuan/ pedoman penyusunan
‘ rencana keglatan :

_mengmventarlslr permasalahan permasalahan yang
- berhubungan : ‘dengan tugas Sub -~ Bagian Umum dan
- Kepegawaian serta meny1apkan bahan-bahan dalam rangka
pemecahan masalah oo

' mengarahkan dan mendlstnbusﬂian surat masuk dan keluar

sesuai dengan kepentmgan dan permasalahannya

menehtlk usulan permmtaan forma31 pegawa1 lingkup badan,

' dan menyiapkan konSep petunjuk penyusunan formasi pegawai .-

pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai  sesuai

- dengan kebutuhan badan

- mengatur urusan rumah tangga badan menata keindahan dan
‘ kebersman kantor, serta kealnanan 11ngkungan kantor;

melakukan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dinas dan
melakukan pendokumentasian keglatan badan, ’

_ melakukan tugas dibidang hukum orgamsam dan tatalaksanaf =
- serta hubungan masyarakat '

: memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris tentang

langkah-langkah atau tmdakan yang perlu diambil d1b1dang '

‘ tugasnya;

membuat laporan pelaksanaan keglatan Sub Bagian Umum dan’

- Kepegawaian  sesuai dengan data yang ada berdasarkan -
‘kegiatan yang telah dilakukan untuk dlpcrgunakan scbaga1
bahan masukan bagi atasan dan




(1)

(2)
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melaksanakan tugas lain yang dlberlkan oleh Sekretarls ba1k

 secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya

“dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

\ Pasal 8

Sub Baglan Keuangan dan Perlengkapan ‘mempunyai tugas
menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman, dan

.petun_]uk teknis serta layanan dibidang keuangan dan perlengkapan L

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Uraian Tugas terSebut pad'a ayat,(l) sebagai ~berikut:

a.

merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

' berdasarkan data kegiatan tahun ‘sebelumnya dan sumber

data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan

" sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang telah
_dltetapkan,' ' :

menghlmpun dan mempelajan peraturan perundang—undangan :
- kebijakan teknls pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-
“ bahan lainnya yang berhubungan dengan ‘tugas Sub Baglan‘

o Keuangan dan Perlengkapan,

mencan : mengumpulkan menghlmpun men31stemat1$as1kan'

dan mengolah data serta menganahsa data dan informasi yang

"~ berhubungan ‘dengan tugas Sub  Bagian Keuangan dan' &

Perlengkapan sebagal kerangka acuan /pedoman penyusunan

- rencana keglatan

mengmventarlslr | permasalahan—permasalahan ‘ yang

| ‘berhubungan dengan tugas ‘Sub  Bagian Keuangan dan
Perlengkapan serta menylapkan bahan—bahan dalam rangka
pemecahan masalah S

: mengusulkan kepada Sekretarls tentang penunjukan bendahara
. pengeluaran, ‘pembantu bendahara pengeluaran, penyimpan

barang, pengurus barang dan pembantu pengurus barang;

" melakukan - pengawasan : pengendahan dan mengevaluasr" o

terhadap kinerja bendahara pengeluaran pembantu bendahara

‘ pengeluaran penylmpan barang, pengurus barang dan pembantu ;

pengurus barang,

¥ menghlmpun “dan memper31apkan bahan dan data untuk
: pcnyusunan rencana kebutuhan barang;




i ’melaksanakan pengelolaan‘ 'adminiStfaéi keuangan - yang R
L mencakup adm1mstra81 Cgaji pegawal - gaji tenaga . kerja i

(1)

(2)

,h" ’melakukan pengawasan ferhadap ’iﬁvéhtaﬁs barang séfta

membuat Kartu Inventans Barang (KIB) dan membuat Kartu
‘Inventarls Ruangan (KIR), L :

sukarela/] kontrak insentif PNS, melakukan usulan’ kenaikan gaji

- berkala serta melakukan pembukuan membuat Laporan
Pertanggung Jawaban - (LPJ) keua_ngan, evaluam dan laporan
keglatan keuangan dlnas

j. kmengatur perlengkapan kantor penataaan dan pengamanan

aset,  tindaklanjut LHP, gantl rugi serta _proses admlmstras1

perjalanan dmas pegawal sesua1 petunjuk atasan,

k. membenkan saran dan pertlmbangan kepada Sekretaris . sebagal
_ bahan masukan untuk penentuan kebljakan lebih lanjut;

L. .membuat laporan hasﬂ pelaksanakan tugas Sub Baglan v
‘Keuangan . dan' Perlengkapan sebagal | bahan
L pertanggung]awaban dan e 3 :

m. ‘melaksanakan tugas laJn yang d1ber1kan oleh Sekretarls ‘ba1k, ok

“'secara ' tertulis maupun = lisan sesuai dengan bidang
tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada'
Sekretarlat ' - : :

4 ‘ Bag1an Ketlga o ey
BIDANG PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
o Pasal 9 ‘
Bidang Pendataan dan Pendaftaran mempunyau tugas mermmpm

merencanakan penyusunan melaksanakan, - mengkoordinir,
mengevaluas1 dan mengendahkan fung51 dlbldang pendataan dan :

: pendaftaran :f g

>B1dang Pendataan dan Pendaftaran dalam men_]alankan tugas dan'_ o

. kewajlban sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakanv &

fungsi: -

a. perumusan kebl_]akan tekms pendaftaran, pendataan dan
- penetapan pajak daerah EERE S

b rlpelaksanaan pendaftaran dan k’pe‘nda‘tﬁaan | Wajib‘ Pajak S

, enghlrnpun dan mengolah data - objek dan subjek pajak
daerah : v . ERpe
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c. penyusunan daftar induk Wajlb pa_]ak daerah

d. perhltungan dan penetapan pa_]ak daerah dan retribusi daerah

€. pelaksanaan dan pendlstrlbu31an serta penyimpanan surat-

~ surat perpajakan berkaitan dengan pendaftaran pedataan dan
_ penetapan pajak daerah dan ‘

f. ,pelaksanaan tugas lain . yang dlbenkan oleh Kepala sesuai
dengan tugas dan fungsmya ‘

Susunan Organlsa31 Bldang Pendataan dan Pendaftaran, terdiri
dan R , ‘ -

a. Sub Bldang Pendaftaran, ‘

b. Sub Bidang Penilaian; dan

- ¢c. Sub Bldang Pengolahan Data dan Informa31

(1)

(2)

Pasal 10

Sub Bldang Pendaftaran " mempunyai - 'tuga's" perencanaan,

_penyusunan, pelaksanaan, ‘evaluasi, pemantauan serta pelaporan ,

keglatan dan fung81 dxbldang pendaftaran
Ura1an ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 benkut

a. mendlstr1bu31kan dan menerima kembali- formuhr pendaftaran,
SP’I‘PD /SPOP PBB yang telah dllSl oleh Wa_]lb Pajak;

b. 'i‘melakukanr pendataan terhadap ob_]ek dan subjek pajak

daérah‘

c. melaksanakan perhltungan dan penetapan secara Jabatan_‘

~ pajak daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
‘ (SKPD) dan Surat Ketetapan Pajak Retrlbus1 Daerah (SKRD);

d. melaksanakan penetapan Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi

Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDN), Surat Ketetapan

‘Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar =~ Tambahan

- (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat ' Ketetapan Pajak/Retribusi
Daerah Nihil. - (SKPDN/SKRDN), = Surat Ketetapan
Pa_]ak/ Retribusi Daerah Leb1h Bayar (SKPDLB /SKRDLB); . '

e membenkan saran dan. pertlmbangan kepada Kepala Bidang
sebagai bahan masukan untukm penen’cuan kebijakan lebih
lanjut; A ,

f.  membuat laporan hasil pélaks-anaan tugas dibidang
, pendaftaran sebagai bahan pertanggung Jawaban dan
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g melaksanakan tugas tugas laln yang dlberlkan oleh chala“ e
Bldang :
*:*<‘;~~Pasa1b'_1i -
(1) Sub :. Bldang Peniiaian mempunyal tugas perenéanaén;
penyusunan pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan
- ;keglatan dan fungs1 dlbldang penllalan '

(2) Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

a. 'mendlstrlbumkan menerlma, mene11t1 kelengkapan dan‘,
vahda81 SSPD BPHTB b ~ G

b. ~melakukan pemlalan n11a1 Jual objek pajak

C. 'menenma dan memenksa kelengkapan permohonan pelayanan :
‘PBB P2; : A :

d. imelakukan pelayanan pengaduan d1b1dang paJak daerah

e "menyusun laporan pcrtanggung]awaban atas pelaksanaan‘ »

f. 'memberlkan saran dan pernmbangan kepada Kepala B1dang o
sebaga1 bahan masukan untuk penentuan kebl_]akan leblh o
’ .'»lan_]ut L v ,

~g."membuat laporan hasﬂ pelaksanaan tugas dlbldang pemlalan e
- sebagal bahan pertanggung]awaban, dan

h. melaksanakan tugas tugas lam yang dlbenkan oleh Kepala
b Bldang iy : ; :
Pasal 12 |
-'('1)7 Sub B1dang Pengolahan Data dan Informas1 mempunya1 tugas'--;x :
: perencanaan, ‘penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan

serta pelaporan keglatan dan fung31 dlbldang pengolahan data dan
1nforma31 o S

2 Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

a. membuat dan memehhara daftar 1nduk wajib pajak dan
menerb1tkan kartu pengenal NPWPD : . ~

b mengolah data . formuhr pendaftaran/ SPOP - PBB P 2 S
menerbltkan dan mend1str1bus1kan SPPT PBB P-2 kepada Wa_]lb o

f pajak




(1)

(2)
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. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan

 entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;

. r’nelakukari ‘env_tiy data hasil pclaya‘lrién‘PB‘B P-2 dan perubahan

peta;

. menyusun laboréh pertangguﬁggjawaban atas pelaksanaan

tugas;,

memberikan saran dan pertimbangan‘ kepada Kepala Bidang -
sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
lanjut; ‘ . ' , : s

membuat = laporan hasil ‘,pelak‘sa'n‘aari tugas dibidang

pengolahan data dan Informasi =~ sebagai bahan

pertanggungjawaban; dan .

3 melaksanakan ‘tugas-tugas lain yang ' diberikan oleh ‘Kepala
‘Bidang; o R IRt :

Bagian Keempat

'BIDANG PENERIMAAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 13 ‘

Bidang Penerimaan dan Pembukuan mempunyai tugas memimpin,
merencanakan, penyusunan, melaksanakan, mengkoordinir, -
mengevaluasi, dan mengendalikan fungsi dibidang penerimaan
dan pembukuan. i RS RS ‘

'Bidang Pénefimaan dan Pembukuéh dalam menjélankan tugas
‘dan  kewajiban ‘sebagaimana  dimaksud pada - ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

au

pemmusan proséduf pembukuaﬁ dan' pelapor pendapatan
daerah; : o : '

. pelaksanaan - pencatatan penerimaan pajak daerah ,danl
retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan
retribusi daerah serta DHKP PBB P-2; : '

pelaksariaén koordinasi pemungutan PBB P-2;

.jpelaksanaah koordinasi -peneﬁméan bagi hasil pajak dan
bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi; - ' '

. penyﬂSunan laporan realisasi pénerimaan pendapatan daerah;




(3)

(1)

(2)
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f. .pelaKSanaan- tugas lain yang diberikan oleh Kepalé ‘sesuai k
dengan tugas dan fungsinya. ‘

Susunan organisasi Bidang Penerimaan dan Pembukuan, terdiri
dari: i ’ i o

a. Sub,Bi:clla‘ri:g Dana Bag»g‘ilHasil;‘ o S

b. Sub Bidang Pembukuan PBB-P2 dan BPHTB; dan BRI
c. - Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

’ Pasal 14

Sub Bidang Dana Bagi Hasil mempunyai‘ tugas ' perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan

_ kegiatan dan fungsi dibidang dana bagi hasil.

Uraian Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai berikut:

a. merumuskan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan
- daerah; SRR : ' '

b. -.fﬁelaksanakan‘ ‘pencatatan "penerimawan pajak daerah dan -

retribusi daerah kedalam daftar - jenis pajak daerah dan
retribusi daerah serta DHKP PBB P-2; :

c. melaksanakan koordinasi -pem'ungutén PBB P-2; |

d. ‘rneléksakan koordinaéi peneﬁmaan' bégi;hasil pajak dan bukan .
pajak dari pcmerin‘ta;h‘ ‘p"uvskat dan provinsi;

e. menyusun laporah feajiéési penerim‘az:iﬁpen‘dapatan daerah;

f. inefnberikan saran dan ﬁerﬁfﬁbangén kepada Kepala - Bidang ‘

sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
lanjut; o : SR '

g. membuat laporan hasil. pelaksanaan tugas dibidang dana bagi |

hasil sebagai bahan pcrtanggungjawaban; dan
h. melaksanakan t\i‘gas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala" :

Pasal 15

(1) SubBldang PBB-P2 dan' BPHTB mempunyai tugas melakukan

perencanaan, penyusunan, . pelaksanaan, evaluasi, pemantauan ' . -
serta pelaporan kegiatan dan fungsi dibidang PBB-P2 dan BPHTB. . ‘




el-

(2) Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebageu benkut :

a. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P- 2 dan“'
»'SPE)BPHTB . B , s

b, 'melakukan pembukuan penenmaan PBB dan BPHTB
c.- melakukan koordmas1 pemungutan PBB P—2

,.;d".ffmenyusun laporan PBB (mmgguan dan bulanan) dan BPHTB Lo

e. 'melakukan perhltungan tunggakan PBB P-2 dan BPHTB;

f ‘menyusun laporan pertanggung]awaban atas pelaksanaan"-'
§ ,tugas o L ‘ o L

- g membenkahk saran’ dan"pe“rtlr:nbangah ‘kepada Kepala Bidang
sebageu bahan masukan untuk- penentuan kebl_]akan lebih -
o lanjut;. . ; | \ o

‘h. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas d1b1dang PBB- P2
. dan BPHTB sebaga1 bahan pertanggun.awaban dan IR

i melaksanakan tugas tugas 1a1n Yang dlbenkan oleh Kepala‘
- ;;Bldang : « : : : o

Pasal 16

(1) Sub Bldang Pembukuan PaJak Daerah dan Retnbu31 Daerah

: mempunyau ‘tugas = melakukan perencanaan ‘penyusunan,

pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan
fung81 d1b1dang pembukuan pajak daerah dan retnbu31 daerah.

(2 Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebaga1 berlkut

- a menenma dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan o
 "Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/ SKRD), Surat Ketetapan =
" Pajak/Retribusi - Daerah Kurang -Bayar (SKPDKB/SKRDKB), .
. Surat. Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan  (SKPDKBT/ SKRDKBT), ~ Surat - Ketetapan
_ riPajak/Retribus1 ‘Daerah  Nihil *(SKPDN/SKRDN), Surat
- Ketetapan - . Pajak/Retrlbum ;_,Daerah‘ Lebih  Bayar
o _“-(SKPDLB/SKRDLB), o RIS O HE o

XE f“b.:{melakukan pembukuan penerlmaan pendapatan daerah selaln
| PBB P-2 dan BPHTB s

o melakukan perhltungan tunggakan pa_]ak daerah dan retribusi
: »_:daerah e | e
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rnenyusun laporan pertanggung;awaban atas pelaksanaan3 ‘i
tugas ‘

. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang

sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
lanjut ~ ~

: membuat laporan hasﬂ pelaksanaan tugas dibidang
_pembukuan pajak daerah dan retnbus1 daerah sebagai bahan
2 pertanggung]awaban dan ; Ll ‘

. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepalaf"'f
Bldang . : : ,

 Bagian Kelima
 BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

- Pasal 17

(1) Bidang Penaglhan dan Keberatan mempunyal tugas memimpin,

merencanakan, penyusunan,. melaksanakan, - mengkoordinir,

"mengevalua51 dan mengendalikan fungsi dlbldang penagihan dan [
keberatan »

(2) Bldang Penaglhan dan Keberatan dalaln menjalankan tugas dan o
kewajiban sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi: ' :

a.
, dan keberatan

perumusan kebgakan tentang 31stem dan prosedur penag1han

pelaksanaan penaglhan pa_]ak daerah dan retnbus1 daerah dan :
pendapatan. daerah lamnya serta melakukan penghapusan

. tunggakan

. pelaksanaan proses pengajuan keberatan dan pengurangan,

pembetulan, pembatalan, pengurangan/ penghapusan sanksi

"adm1n1stras1 restitusi, kompensas1 dan permohonan banding; e

pelaksanaan: pemenksaan - untuk -~ menguji- kepatuhan‘

pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka :
‘ melaksanakan peraturan perundang—undangan dan o

. pelaksanaan tugas lain yang dlbenkan oleh Kepala sesuai
: dengan tugas dan fungsinya. :

“(3) Susunan Bldang Penaglhan dan Keberatan, terdm dan

a.
b.

C.

Sub Bldang Penaglhan, '
Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan, dan
Sub Bidang Pemerlksaan . :
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Pasal 18

(1) Sub Bxdang Penaglhan mempunya1 tugas perencanaan penyusunan

@

(1)

pelaksanaan evaluasi, pemantauan serta pelaporan kegiatan dan -

fungs1 d1b1dang penaglhan

Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat ( 1) sebaga1 berlkut

a.

Sub Bldang Keberatan dan Pengurangan mempunyeu tugas o

‘:meny1apkan dan mend1str1bu31kan surat menyurat dan
jdokumentas1 yang berhubungan dengan penaglhan

melakukan penaglhan pajak daerah retrlbu31 daerah dan- |

.'pendapatan daerah lamnya yang telah melampaul batas waktu ol

]atuh tempo

memproses kadaluarsa penaglhan dan penghapusan tunggakan;
. menyusun laporan pertanggung]awaban atas pelaksanaan tugas o

’membenkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala Bidang -

sebaga1‘ bahan masukan untuk penentuan kebl_]akan leblh‘, :

; lan_]ut

membuat laporan hasﬂ pelaksanaan tugas d1b1dang penag1han:\,,
: ksebagal bahan pertanggung]awaban dan R

'melaksanakan tugas tugas laln yang dlberlkan oleh Kepala‘
‘Bldang S0 o L T

Y; Pasa119

~ pereéncanaan, penyusunan,. pelaksanaan, evaluasi, pemantauan:

~serta pelaporan. keglatan dan fung31 d1b1dang keberatan dan

_ pengurangan i

(2) Uralan 'I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagal benkut

a

memproses pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan S
_dan penghapusan atau pengurangan sank31 administrasi; - '

: - memproses permohonan pengembahan keleblhan keleblhan o -
' pembayaran pajak daerah retnbus1 daerah dan pendapatank T
idaerah leunnya, 7 ’ k ‘

\melaksanakan perhltungan Surat Ketetapan Pajak/ Retribusi

Daerah (SKPD /SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah :
Kurang Bayar (SKPDKB / SKRDKB), Surat Ketetapan

o Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat

. Ketetapan . Pajak/ Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan b. B
(SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/ Retnbus1 Daerah =
~N1h11 (SKPDN/ SKRDN) . _ S )




()
" kegiatan dan fungsi dibidang pemeriksaan. -

@

‘Bidang; :

217 -

tnemproses Surat Keberatan dan Surat Perrhohonan Banding;

_ menipfosés konipensasi ‘pajak daerah, retribusi daerah dan
pendapatan daerah lainnya; - :

_rnenYuSUn laporan pertanggungiawaban atas pelaksanaan
tugas; e L ’ ‘

| memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidahg

sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
lanjut; T

membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang keberatan

‘dan pengurangan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

melaksanakan 4tug_as-tugas lam yang diberikan oleh Kepala

Pasal 20

Sub Bidang Pemeriksaan mefnppnyéi tugas perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan -

Uraian Tugas tersebut pada ayaﬁ‘(l) Sebagai berikut:

Coa.

b.

“mengadakan penelitian lapangan -pajak daerah, retribusi
* daerah dan pendapatan daerah lainnya; o ‘

melakukan penelitian lapangan atas permohonan keberatan
dan pengurangan pajak: daerah, retribusi  dan pendapatan

 daerah;

: melakljkan penelitian" lapangah atas permohonan mutasi PBB

P-2; .

. menyusun laporan :vp‘ertangguhaw'aban atas pelaksanaan -
- tugas; ' o ‘ : ‘

memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala qudang

~ sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih
lanjut; PN ‘

. membuat léporé‘lnb hasil pelaksanaan tugas dibidang Ea

pemeriksaan sebagai bahan pertanggungjawaban; dan

mélakSanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang. ‘ ’ SRR TR ‘ o .




(1)

@
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Bagian Keenam -
BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN

"Pasal 21

Bidang Pengendalian dan Pengémbangan mempunyai tugas

memimpin,  merencanakan, - penyusunan, melaksanakan,v
mengkoordinir, mengevalua51 dan ‘mengendalikan fungsi dibidang

pengendallan dan pengembangan

Bldang Pengendahan dan Pengembangan' dalam men_]alanka_ti
tugas dan kewajiban sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) -

: menyelenggarakan fungsi: -

(3)

(1)

- a. perumusan kebijakan pengembangan dan evalua81 pendapatan

: daerah

b perumusan kebijakan teknis  peningkatan = penerimaan

pendapatan daerah;

C. pembmaan tekms operas1ona1 kepada satuan ker_]a perangkat
daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dan
pendapatan daerah lainnya; &

d perumusan rancangan Peraturan Daerah Peraturan Bupatl"
‘ dan Keputusan Bupati;- : »

e. pelaksanaan tugas tugas lain yang d1ber1kan oleh Kepala

Susunan Bldang Pengendahan dan Pengembangan terdiri dari:

a. Sub Bidang Anahsa dan Pendapatan; -
b. Sub Bidang Pengembangan dan Perundang-undangan; dan

~c. Sub Bidang Evaluasi Pcmantauan i

Pasal 22

Sub Bldang' Anallsa dan Pendapatan mempunya1 tugas :
perencanaan, penyusunan, _pelaksanaan, evaluasi, pemantauan

serta pelaporan kegiatan dan fungs1 dlbldang anahsa dan i

pendapatan.

(2) Uralan 'I‘uga’s‘ “tersébutpada ayat ) sébagai berlkut

a. - menyiapkan dan menganahsa data sebagai bahan perumusan

- kebijakan operasional dibidang 1nten81fika31 pendapatan daerah;

-~ b. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordlna31

pembmaan dibidang 1ntens1ﬁkas1 pendapatan,



i memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala Bldang.,x .
sebagal bahan masukan untuk penentuan kebljakan leblhm o

"-1'19—; .

c | menylapkan data sebaga1 bahan penyusunan program dan

: keglatan dlbldang 1ntens1fika81, '

d. ‘:rnenylapkan data sebaga1 bahan perumusan kebljaka_n d1b1dang. : o

- perpajakan retrlbu31 dan laln lain PAD yang sah;

e.  melakukan keglatan pelayanan teknis dan administrasi
‘ 'd1b1dang 1nten51ﬁka31 pendapatan daerah 5L ' o

S lanJut

g membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang anahsa dan

~pendapatan sebagal bahan pertanggung]awaban, dan

h. »melaksanakan tugas-tugas 1a1n yang dlberlkan oleh Kepala'

(Y

= Bldang

Pasal 23

:Sub B1dang Pengembangan dan Perundang—undanga_n mempunya1
tugas perencanaan penyusunan, - ‘pelaksanaan, evaluasi,
'pemantaua_n ~.serta pelaporan keglatan dan fung31 d1b1dang
: ,pengembangan dan perudang—undangan ’

: (2) ‘_Uralan ’I‘ugas tersebut pada ayat (1) sebagau ber1kut

a. mengldentlﬁka81 poten51 sumber—sumber pendapatan daerah

- b. f'menylapkan bahan perumusan naskah rancangan. Peraturan

i‘Daerah Peraturan Bupat1 dan Keputusan Bupatl

e Vmelakukan 3031a11sa51 pelaksanaan Peraturan Daerah terkalt

~dengan pendapatan ‘ daerah dan program ker_]a d1b1dang
: ‘pendapatan daerah § :

d memproses permohonan muta51 darl objek pa_]ak baru dan PBB L

'_Pz

e '}‘menyusun laporan pertanggung]awaban atas pelaksanaan -

o tugas

£ gmemberlkan saran’ dan pertlmbangan kepada Kepala Bldang"‘_

sebagal bahan masukan ‘untuk penentuan kebljakan leblh e
‘nlanjut ~ SR N o

g . membuat laporan hasil p‘elaks‘anaa:n‘ tugas dibidaxig e

pengembangan ‘dan- perundang—undangan sebagai’ bahan
‘Jpertanggung]awaban, dan : , SRR

k h. ""melaksanakan tugas tugas 1a1n yang d1ber1kan oleh Kepala' :j;:‘

¢ ’_Bldang




(1)

(2

(1)

(2)

3)

@
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. Pasal 24

Sub Bldang Evaluasi Pemantauan mempunyal tugas perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, pemantauan serta pelaporan

kegiatan dan fungsi dibidang evaluas1 dan pemantauan
Uralan Tugas tersebut pada ayat (1) sebagai benkut.
a: melakukan evalua31 laporan pendapatan daerah;

b. melakukan pemantauan pemungutan pajak daerah dan :
retribusi daerah :

c. .vmenyusun laporan pertanggung]awaban atas pelaksanaan ‘
tugas; : - :

d. memberlkan saran dan pertlmbangan kepada Kepala B1dang ,
- sebagai bahan masukan untuk penentuan kebl_jakan lebih
- lanjut; ; S ‘ :

e. kmembuat laporan hasil - pelaksanaan tugas d1b1dang evaluam
: pemantauan sebaga1 bahan pertanggung]awaban, dan- o

i mela_ksanakan tugas tugas 1ain yang dlbenkan oleh Kepala

B1dang

. BAB V. : S
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 25

Pada Badan dapat dlbentuk Un1t Pelaksana ‘Teknis (UP'I“)‘ o
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. .

UPT adalah Unit Pelaksana Tekms untuk melaksanakan kegiatan
teknis operasmnal dan/ atau keglatan tekms penunjang - yang
mempunyai Wllayah kerja mehpuu satu atau beberapa Kecamatan
di Kabupaten Bengkahs : ‘ .

UPT- d1p1mp1n oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara operas1ona1
berkoord1nas1 dengan Camat.

Pembentukan‘ UPT . dltetapkan dengan Peraturan ‘Bupati' dénga_n

: berpedoman: kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

]enjang J abata_n Fungsmnal sesua1 dengan bldang keahhannya

(2) Kelompok Jabatan Fungsmnal d1p1mp1n ~oleh seorang tenaga
fungsional senior yang berada dlbawah dan bertanggung Jawab
kepada Kepala i

(3) Jumlah Jabatan Fungsmnal d1tentukan berdasarkan s1fat Jems dan

berlaku

4) Pemblnaan terhadap tenaga fungsmnal dllakukan sesuai dengan -
peraturan perundang—undangan yang berlaku :

BAB VII
ESELONERING

Pasal 27

J abatan Eselonerlng pada Badan Pendapatan Daerah terd1r1 dan

a Kepala adalah Jabatan eselon II / b

b Sekretarls adalah Jabatan eselon III / a;. |

c chala B1dang Pada Badan Pendapatan Daerah adalah _]abatan, - .
eselon III/b dan : -

d Kepala Sub Baglan dan Sub Bldang pada Badan Pendapatan'
Daerah adalah Jabatan eselon IV/ a. : ‘

BAB VIII
TATA KERJ A
Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Sekretans, Kepala Bldang,
Kepala Sub Bagian,; Kepala Sub Blda_ng, Jabatan Fungsmnal dan :
Kepala UPT Wa_]lb ‘melaksanakan prinsip koordma31 1ntcgra31 dan g
smkron1sas1 secara vertlkal dan horlzontal :

(1) Kelompok Jabatan Fungsmnal tcrdln dari sejumlah tenaga dalam “

beban kerJa sesuau dengan peraturan perundang—undang yang L :




) -

)
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Setiap Pimpinan Satuan . ,Organisasi dilingkungan" Badan,

_bertanggung jawab memimpin ‘dan mengkoordinasikan bawahan
 masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
~pelaksanaan tugas bawahannya. .

Syetiap’v Pimpiriaxi Satuan Orga&ﬁéési‘ dilingkungan Badan, wajib’ i

_mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada
 atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat. pada
waktunya. DL E co T . ,

BABIX

PENGANGKATAN DAN‘ PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

(1)

(2)

3)

- Pasal 29

Kepalé diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil,
Negara (ASN) yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan

~ perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaﬁé; Képala Bidang, Kepala Sub Bagian, Képéla Sub Bidang,

Kepala UPT dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan

oleh Bupati "sesuai\ dengan peraturan. perundang-undangan yang .
berlaku. ’ ‘ ’ g s K
Pengahgkatén Kepala, /Sekretaris," ‘Kepala_ Bidang,Kepala Slib
Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT dan Jabatan Fungsional,

© perlu diperhatikan' persyaratan umum ‘kepangkatan  serta

kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk
kelancaran tugas. ‘ S ‘

- BABX
. ‘PEMBIAYAAN“‘ ’
Pasal 30 -

Sumber-sumber Pembiayaan Badan dibebankan kepada ~ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat -

dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah
dengan persetujuan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. | s S

' BABXI ~
 KETENTUAN PERALIHAN
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Pasal 31
Pada saat Peraturan Bupati ini dinyatakan berlaku, Pejabat yang lama
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilantikkannya pejabat
yang baru.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang
mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini
dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI BENGKALIS,
AMRIL MUKMININ

Plt. SEK RIS DAERAH KEBUPATEN BENGKALIS

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal2 Desember 2016

¢ ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016 NOMOR 62
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